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ABSTRACT 

Realized the complexity problem around us in multidimensional cns1s 
right now and also the real threat corruption, so corruption can be categorized as 
national problem that must facing sincerity throught balancing steps, clear, adn 
transparancy and include all potency in society except goverment and law 
apparatus. BPKP as one of goverment fungctional supervision apparatus based on 
their main task and function, wished can be playing active role in acrion to against 
collution, corruption, and nepotism. In this thesis, the formulation or problem are : 
what making corruption, how to overcame corruption, and how is BPKP,s role 
against corruption ? 

This research was descriptive with normatif law method (yuridis 
normatif), where a research done and used based on some regulations and 
literatures that connect to corruption and BPKP's role against corruption. 

From this research analysis can conclude that corruption in one of criminal 
action. Faktor make corruption : social economy, moral of human and goverment 
birocracy. Action to against corruption also can do by politic and economic 
regulations, supervision aparatus, penal regulation, and non penal regulation. 
BPKP hsve significant role in help goverment against corruption. Things can be 
give to help investigator for example : counted loss of nation finance, help the 
police or investigator doing investigation a corruption case, give axpert's 
information in law court after take the swear appropriate the believe in, 

In term to increasing BPKP's role agaiunst corruption, the writer 
suggested thet legal umbrella for BPKP is increasing at least with regulation to 
support to do audit or investigation for nation's finance, authority for BPKP's 
auditor as Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) except connect to corruption, 
training for increasing skill and education in audit investigation, facility a.'l.d fund 
that enought to support audit investigations task by BPKP, and also master plan of 
time for audit investigation so the auditor can finished their audit task ontime to 
statisfied the requirement of stakeholders 

Kata kunci Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Corruption 
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ABSTRAK 

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis 
multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari 
kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai 
permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui 
keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua 
potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak 
hukum. BPKP sebagai salah Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu berperan aktif dalam 
upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun rumusan masalah 
dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana korupsi, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, 
dan peran BPKP dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ? 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan hukum 
nmmatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada 
berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan tindak 
pidana korupsi dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dari penelitian uraian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi 
adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan 
yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian/keuangan negara, 
moral bangsa. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yakni faktor 
ekonomi sosial, faktor mentalitas, dan faktor birokrasi pemerintah. Upaya 
Penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui kebijakan politik dan ekonomi, 
pengawasan aparatur, kebijakan penal, dan kebijakan non penal. BPKP 
mempunyai peran yang cukup signifikan dalam membantu pemberantasan tindak 
pidana korupsi. Bantuan yang dapat diberikan kepada penyidik antara lain 
melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dalam hal telah terjadi dugaan 
tindak pidana korupsi, tugas pembantuan kepada penyidik kepolisian maupun 
Kejaksaan dalam tingkat penyelidikan ataupun penyidikan suatu perkara tindak 
pidana korupsi, memberikan keterangan ahli didepan persidangan pengadilan 
setelah disumpah atau berjanji sesuai agama yang dipercayai. 

•) Mahasiswa Program Pasca Satjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area 
.. ) Dosen Pembimbing I dan II, Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Hukum 

Bisnis Universitas Medan Area 
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Dalam rangka meningkatkan peran BPKP dalam pemberantasan korupsi, 
ma.ka penulis menyarankan agar payung hukum adanya lembaga BPKP perlu 
ditingkatkan setidak-tidaknya dengan undang-undang untuk dapat melakukan 
audit atau pengawasan atas kekayaan keuangan negara, diberikannya kewenangan 
kepada auditor BPKP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khususnya 
berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlunya peningkatan keahlian dan 
kecakapan teknis yang cukup dibidang audit investigasi dengan pendidikan 
pelatihan yang berkesinambungan, tersedianya surnber pendanaan dan fasilitas 
yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas audit investigasi oleh 
BPKP, serta penyusunan perencaaan waktu agar disusun dengan baik sehingga 
penyelesaian audit investigasi dapat dilakukan tepat waktu untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna laporan auditor (stake holders). 

Kata kunci Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
Korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang 

lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pi dana ini. Dampak yang 

ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. 

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan 
masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial 
masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut 
masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarak:at. Salah satu 
tindak pidana yang dapat dikatakan sangat fenomena adalah tindak pidana 
korupsi1• 

Berbicara dan membahas masalah korupsi akan selalu tetap menjadi sesion 

g menarik dan aktual untuk disajikan. Hal ini karena sifat khas dari korupsi, ia 

selalu muncul membayangi kehidupan manusia tatkala manusia mencapai 

tu tatanan kehidupan bersama dimana sebahagian besar mereka menyerahkan 

ruasaan kepada satu atau beberapa orang dari kalangan mereka sendiri untu..k 

..;mbuat dan menyelenggarakan aturan-aturan yang akan berlaku dalam 

�.... ·· upan bersama mereka dengan harapan tercapainya cita-cita mereka dimana 

· an, kemakmuran dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh atau 

""'-"'.JI«<.l.J"''gian dari mereka. Namun sepanjang umat manusia kerapkali terjadi, bahwa 

� e. a yang diamanahkan kepercayaan, kekuasaan oleh masyarakatnya sering 

� yal!ahkan amanat tersebut untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan 

1 B Sudarso, Korupsi di Indonesia, Karya Bratara Aksara, Jakarta, 1990, hlm 3. 
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kaum kerabatnya sendiri. Salah satu dari penyalahgunaan kepercayaan tersebut 

adalah korupsi. 

Korupsi telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk yang sederhana 
berupa penyuapan sebagaimana yang terjadi pada zaman Mesir, Babilonia, 
lbrani, India, China, Yunani, Romawi (400 SM) sampai pada zaman modem 
dewasa ini. Dimana korupsi muncul dengan beragam wajahnya yang barn 
yang semakin sulit terjangkau oleh hukum yang ada. Di Indonesia wajah barn 
tersebut berbentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang terimplementasi dalam 
aktivitas yang rumit dan membingungkan. Banyak pakar atau pengamat di 
Indonesia mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit 
yang kronis dan sulit disembuhkan, pendapat lain mengatakan bahwa korupsi 
di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan 
penyelenggaraan dengan pemerintah negara dan bahkan ada yang 
mengatakan bahwa pemerintah justru akan hancur jika korupsi diberantas, 
karena struktur pemerintah yang dibangun dengan Jatar belakang korupsi 
akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur hila korupsi di berantas2. 

Yang lebih menyedihkan lagi bagi bangsa bahwa aktivitas korupsi sudah 

·' elibatkan sebahagian besar pejabat negara dari level yang paling rendah sampai 

· .ada level yang paling tinggi, merasuk dan menjalar hampir di setiap sendi 

merint.ahan, baik pusat maupun daerah sehingga skandal korupsi sudah seperti 

nang kusut yang sangat sulit pemecahannya. Kenyataan ini telah berlangsung 

'P lama selama pemerintahan orde barn, oleh karena itu pantas dan sangat 

·'--ar sekali ketika badai krisis ekonomi dan keuangan melanda seluruh kawasan 

· '� maka lndonesialah yang paling menderita yang mencampakkan Indonesia 

gadi negara tem1iskin di dunia setelah Banglades. Ketahanan perekonomian 

- m:esja yang dibangga-banggakan oleh para pemimpin Orde Barn hancur porak 

t:AU<. "'-LL'=··. diterjang badai krisis tersebut. Kemudian krisis pun berkembang dan 

�-.��� karena politik yang menyebabkan musnahnya kepercayaan sebahagian 

· , at Indonesia kepada pemerintahan orde barn. Goncangan politik ini kian 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Edisi Maret 1999, him 23. 
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